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BUP'A-TI MUARA ENIM

- NOMOR 39 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGEI KANTOR

PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

haliwa dengan telah ditetapkantva Persturan Daerah Kebupaten
Muara Epim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan

- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupatcn
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dilingkungan Kemtor Perpustalaan. Umum  Daerah  perln

dilakukan  Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Perpustaicaan Umumn Daerah Kabupaten Muara Enim ;

. bahwa bordasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a perlu mepetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Penfabaren Tugas Pokok dan Fangsi Kentor F'mpusman
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- Undang-undang Republik Indonesia MNomor 28 Tehun 1939

tentang  Pembentukan Daerah Tinglat {1 dan Kotapraja di
Sumatera Selatan | Lembaran Negara Republik Indonesia Talinn

- 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia-

Nomor 1821 ) ;

- Undang-undang Republk Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

lemtang Pemerintahan Daerah { Lembaran MNegsra Republik
ndonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan Lemibaran Negara
Eepuh]ﬂ: Indonesia Nomor 3839 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999

| lentang Perimbengan Kewangan antmra Pemerintah Pusat dam

Daerah  { lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia

Hnmnr%}

. Undang-undang Ecpuhﬂ; Indonesia Nomor 8 Tahum 1974
tentang Pokolk-pokolk Kepegawnisn | Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabhun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran  Negara
Republik  Indonegia Nomor 35041

sebagaimana telab di ubah dengan Undang—undang Nomor 43
Tabhun1999 ( Lembarsn Negara Republik Tudonesia Tehun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890 ) ;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahiin 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Eewensngan Propinsi
sebagai Daerah Otonom {Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2000 Nomor 54, Tembahan Lembaran Nepura Nomor
3953} ; :

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000
-~ tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacmh | Lembaran
MNegarm Republik indonesia Tahon 2000 Nomor 163 ) ;

. . 7. HKeputusan Presiden Repubbik indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Telonile Penyusunan Peratiran Ferundang-undangan dan
3 bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
) Pemerititah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Peraturan Daerah [{abupa.tcn Muars Enim Nomor 16 Tahun 2000
tentang Kewenangan Prnerintah Kabupaten Muarm Enim

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muars Enim Nomor 20 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekuis
Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTLSEAN @

Menctapkan :  KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN
UMUM DAERAH KARUPATEN MUARA ENTM.

BEARBR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dralaom Kﬂputuaﬁjl ini yang di maksud dengan :

1. Naegrah adalah Kabupaten Muara Enim

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musra Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Emirn.

4. Sekretaris Darrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Endm.

5. Kantor Perpustakasan Umum Daerah adalah Kantor Perpustaksan
Umum Daerab Kahopaten Muara Enim,

6. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Perpustakssn Umum Daerah
Kabupaten Muara Enumn. _

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
vong di berd tugas, wewenang dan hale secara penuh oleb pejabat
vang herwenang untuf melaksanakan Kegiatan yang scsuai dengan
profesi keahbannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas
prmerntaban,

BAB V...




KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

{1} Kantor Perpustakasn Umum Dacrah merupakan upsur peninjang
Pemerintah Dacrah di bidang Perpustalman.

{2) Kantor Perpustaksan Umuom Daerah d.i.pimyin olch scorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Dacrah.

Pasal 2

Rantor Perpustakaasn mempunyai tugas meovelenggarakan pelayanam
perpustakasan nmum daerah berdasarkan kebijakan vang ditetapkan
oleh Bupati,

Pagal 4

Uniuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor
Perpustadcaan mempunyai fungsi:

a.  Perumussu  kebijakan teknis  di bidang  penyelenggarman
Perpuataliaan.,

b. Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolasn, penyimpanan,
perawatan dan penyajian bahan-bahan pustaka, karva cetak serta
karya rekam ;

. Pmynlmggaraankm;asamaﬁ:pustelman dengan Perangkat Daerah
lnin dilingkungan Pemerintah Daerah dan  Kerjasama anter

Peipustakaan ;

d. Pelaksanaan urisan ketatausahaan.

BAB i
ORGANISASI
Bagian Pertams
SUBUNAN ORGANIBASIE

Pasal 5

Kanior Perpustakasn terdiri dard

s Kepala ;

b. 5uly Bagian Tata usaha ;

c. Belegi Program dan Pengembangan |
d. Scksi Felavanan dan Penyimpanan ;
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Kedua
BUB BAGIAN TATA UBAHA

Pasal &

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tuges melaksanakan penyusuian
rencena kegiaten, vrusan sural menyurat, kepegawaian, kenangan,
pedengkapsan, mmah tangga, perjalanan dinas den pelaporan,

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugss tersebut  pads Pasal 6, Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan koorndinasi pelaksanasn penyusunan rencana
kegiatan dan pelaporan ;

b. Pelaksanaan wrusan kepegawaian |
¢. Pelaksanean pengelolaan administrasi keuangan |

d. Pelaksanasn urnssan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapm‘;,
kearsipan, dan perjalanan dinas ;

€. Pelaksanasn tugas lain yang diberikan olch atasan.
Bagian Ketiga
BEKSI PROGRAM DAN PENGEMBANGAN

FPasal 8
Scksi Program dan Pengembangan mempunyai tngos melaksanakan
penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan
kolcksi bahan pustaka serta melaluksn - pembinaan dan
pengembangan perpustakaan.

Pazal 9

- Untuk menvelenggamkan tugas terschut pada Pasal 8, Scksi Program
dan Pengembangan mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan rencans kebutuhan dan pengedaan koleksi baban
pustaka hasil karya cetak dan karya rekam berupa bula, majsiah,
surzat kabar, film, foto, pita suars, side dan ain-lain ;

b. Penyclenggaraan pembinaan dan pengeinbangan Perpustaksan;

¢. Pengadasn kelengkapan buku berupa kantong buku, kartu katalog,
lembeay ship buloa dan lembar peringatan ;

d. Prlaksanaan tugas lain yvang diberikan oleb atasan |
| RBagian Kecmpat ........




Pasal 10

Seksi Pelayaman dan Peayvimpanan mempunyai tugas melaksanakan

pemberian Pelayanan, pengelolaan dan  penyajian koleksi bahan

pustaka serta melakukan penataan dan penyimpanan bahan pustaka,
Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebunt pada Pasal 10, Seksi
Pelayanan dan Penyumpanan mempunya fungsi

a.  Pelaksanaan pelavanan dan penyajian koleksi bahan pustaka ;

b.  Pepghimpunan dan iventarisasi bulm-buln Perpustakaan Umum
dan Perpustakaan Kelihng ;

c. Feonyclenggaraan perpustaleaan keliling |

d. Pengklasifikasian dan pembuatan kartn katalogisasi serta
kelengkapannya ;

e, Peoyvusunan rekafitulasi kolek=si bahan pustaka |

. Pelakssnasn pﬂa}ranan khusus kepada sanak-anak untok bercerita
' {Story Telling) ;

g Pelaksanasn pencatatan, penataan dan  penyimpanan bahan
pastaks

h, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Bagian Kelimn
KELOMPOK JABATAN FUNGRIONAL
Pasal 12
Kelompok Jehatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sehagian tugas Kantor Ferpustakasn Umnm Daerah sesual dengan

bidang keahlian tenaga fuogsional masing-masing  berdasarkan
peraturan perundang-nndangan vang berlaku.

Pasal 13

(1} Kelompok . fabatan FUngsmnal terditi  dari  scjumiah tenaga
fimgsional yang terbagi dakan berbagai kelompok tenaga fungsional
sesual dengan bidang keahliannya ;

{2) MASIAG ... .voev.oes
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(2 Masing-masmg k:]!:rmpcrk tenaga fungsional di pimpin oleh seorang
tenaga lungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor
Pendidikan dan Latihan ;

2) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat {1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4} Jenis dan jenjang jahatan' fungsional sebagaimana di makswud ayat
{1) di atur berdasarakan pemturan perundang-undangan yang
bertakmu. :

BABR IV
PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenm
pelaksanaannya altan ditetapkan tersendiri olch Eupah '

Pasal 15
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ﬂ.iundaugkﬂm

Agar supaya Setiap oramng dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Keputusan ini dengan penampatm:mrﬂ dalam Lembaran
Daerah Kabupater: Musira Endm.

. Ditctapkan di  Muara Enim
pada tanggal £ Mel Zool
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